
BTIPATI BARII1O TIMUR

PROVIilSI KALIMAITTAIT TEilGATI

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2AL7

TENTAITG

PERUBAIIAN I{TDUA ATAS PERATURAIT BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 33 TAIIUIT 2015 TENTAI{G PEMBERIAIIT TAMBAIIAN

PEITGIIASILAN PBGAITAI NEGTRI SIPIL DI LINGKUITGAN
PE}IERINTAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR

DEITGAN RATIMAT TI'IIAIT YAI{G MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah
diatur datam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 3 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran
serta kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengubah
besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Timur
Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pernberian Tambahan
penghasilan Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor a18O);

undang-undang Nomor 1.7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

2.
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3. Undang-Undang Nomor 1 T'ahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOo);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 1"26,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

7. Undang-Undang Nomor 5 ?ahun 201,4 tentang Aparafur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a74
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan fumbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 15O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585h

11. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 165, Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

T2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun
2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 5 Tahun 20'.13 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2OL4 Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2OL6 Nomor 3 [, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur 28);

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2076 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banto Timur Tahun 2OL6 Nomor,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 29);

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2Al4 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2Ol4 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Barito Trmur Nomor 23 Tahun 2A16 tentang
Susunan, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Barito Ti.mur Nomor 24 Tahun 2OL6 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 24);

MEMUTUSKAIT:

PERATURAN BUPATI TENTAI{G PERUBAIIAIT ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO TIMUR NOI}IOR 33 TA}IUN 2015 TENTAITG
PEMBERIAIT TAMBAIIAIT PENGIIASILIIN PBGAtrIAI ilEGERI
SIPIL DI LIITGKI'NGAN PTMERINTAII KABT'PATEN BARITO
TIMUR.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Barito Timur
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peratrrran
Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2OL5 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Baritrr Timur (Berita Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2016 Nonror 3) sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran. yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2olz.
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggat 17 TWp$ra{zi2OtT

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ta fbDPoa'n'2Afi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OT7 NOMOR...I
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LIT}IPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NoMoR 1 rnnur 2oLT
TEIYTANG PERUBATIAIIT KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 33 TAHUil 2015 TENTAilG
PEMBERIAN TAMBATIAIT PENGIIASII"AIT
PE'GAtrTAI ITEGERI SIPIL
DILIITGKUilGAil PEIUERIITTAII
KABUPATEN BARITO TIMUR

A. BESARAII ?AMBAHAIT PEISGIIASILIIIT BAGI PB'ABAT STRI'IITT'RAL DAII
FT'ITGSIOITAL

No Uraian / Jabatan

1.

Pejabat Tinggi Pratama

Sekretaris Daerah

2. Asisten Sekretaris Daerah

3. Inspektur

4. Staf Ahli Bupati

5. Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD

6.

Pejabat Admiristrator/ Struktural Esel

a. Cen 21 f Kepala Bagian/LespekturPem

b. Sekretaris OPD

7.

PeJabat Admhisttator/ Stnrktuml

b. Kepala Bidang

8. Direktur RSUD Tamianglayang

9. PeJabat Pengawas /Stmktural Eselon I\I
(Kerrala Sub Baeian /Kenala Seksi/Lurahl

10. Pejabat Pengawas/ Struktural Eselon IV
(Sekretarislurahl

11. Jabatan Fungsional Teknis Madya

72. Jabatan Fungsional Teloris Muda

13. Jabatan Fungsional Telcris Pertama

t4- Jabatan Fungsional Teknis Penyelia

15. Fungsional Umum / Staf Golongan IV

L6. Fungsional Umum / Stal Golongan III

17. Fungsional Umum / Staf Golongan II

18. Fungsional Umum /Staf Golongan I

Besarnya TPPI{S

14.500.O00,OO

9.500.000,00

9.500.OCIo,oo

8.OOO.OOO,OO

9.000.000,00

III.a

rtu a. 5.OOO.OOO,OO

4.500.00o,o0

ru.b

1. 3.000.000,00

). 2.50O.OOO,OO

4"500.ooo,oo

2.100.ooo,oo

1.600.000,00

4.OOO.OOO,OO

3.OOO.OOO,OO

2.500.000,00

1.750.OOO,OO

1.250.OOO,OO

l.OOO.OOO,OO

750.000,00

600.000,o0

Eselon

Pemban

.b



-6-

B. BESARAN TAI}IBAHAIT PENGIIASILAIT BAGI TEITAGA MEDIS DAil
PETUGAS KEBERSIIIAN YANG BEKERJA DI RUMAII SAKIT,
PUSKESMAS, LABORATORII'M ATAU SARANA KESEIIATAN LAINNYA
YAI{G MEMILIKI RESIKO TINGGI

NO Uraian / Jabatan
1. Dokter Umum/Dokter Gligi di Rumah

a. Golongan IV

b. Golongan III

2. Dokter Umum/Dokter Gfgi df
a. Golongan IV

b. Golongan III

3. Apoteker

Golongan IV

Golongan III

4. Asfuten Apoteker

c. Anestesi
a. Golongan III

b. Golongan II

6. Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga
lainnyra| di Rumah Sakit

a. Golongan IV

b. Golongan III

b. Golongan II

7. Tenaga Medls (Perawat/Bidan/Tenaga
lainnya| di Rrskesmas

a. Golongan IV

b. Golongan III

c. Golongan II

8. Tenaga Medis (Perawat/Bidan/?eaaga
Medis latnaya| di hrstu, dan Polindes

a. Golongan III

b. Golongan II

Puskesmas

Besantrya TPPNS

7.OOO.O00,O0

6.OOO.OOO,OO

6.OOO.O00,O0

5.OOO.O00,OO

3.000.000,00

2.500.0o0,o0

2.O00.ooo,oo

2.500.000,00

2.OOO.OOO,OO

Medis

1.200.000,00

1.110.000,00

900.000,00

Medis

1.600.000,00

1.500.ooo,oo

1.200.000,00

2.OOO.OOO,OO

1.500.ooo,oo
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C. BESARAN TAMBAIIAIT PENGIIASII"AN BAGI DOKTER SPESIALIS DAN
TENAGA LIUITIYYA YAITG MEMILIXI KBTRA}IPILAIT LAIYGI{A

Dokter Spesialis
a. Medik Spesialis Dasar

- Golongan W

- Golongan III

h. Medik Spesialis Penunjang

- Golongan IV

- Golongan III

c. Medik Spesialis Lainaya

- Golongan IV

- Golongan III

Doker lIewaa

- Golongan IV

- Golongan III

D. BESARAN TAMBAIIAN PEIVGI{ASILAN BAGI GURU

Gunr Noa Sertifikasi

a. Guru Golongan IV

b. Guru Golongan III

c. Guru Golongan II

Gunr Sertifikasi

a. Guru Golongan [V

b. Guru Golongan III

c. Guru Golongan II

29.000.000,00

25.OO0.OOO,O0

26.000.000,00

23.000.000,00

25.000.000,00

22.000.000,00

4.OOO.O00,OO

3.000.000,00

1.250.000,00

1.OOO.OOO,OO

750.OOO,OO

600.ooo,oo

500.ooo,oo

400.ooo,oo


